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BUPATI SUKAMARA  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA 

NOMOR 12 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKAMARA 
 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, 

perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut 

dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat     :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

    3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

    4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

    5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang                    
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 
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    6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem                     
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

    7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

    8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

    9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5235); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576);  

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 
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    16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4579); 

    17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,  Tambahan 
Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan                               
Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 5165); 

    21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5179); 

    22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219); 

    23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah               
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

    24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,                               
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

    25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006                                      
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah                                             
sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan                            

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011                          
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam                             
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan                                  
Keuangan Daerah; 

    26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04); 

    27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun                             

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                            
Tahun Anggaran 2016; 

    28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun                             
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja                         
Daerah Tahun Anggaran 2016; 
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    29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

    30. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2016; 

    31. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2016. 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 
1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 38.622.540.535,05  

b. Dana Perimbangan Rp. 667.202.393.677,00  
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp.  38.682.497.159,83  

Jumlah Pendapatan Rp. 744.507.431.371,88  
  

2. Belanja Daerah 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp. 141.597.942.948,81  

2. Belanja Subsidi Rp. 0,00 
3. Belanja Hibah Rp. 30.302.531.015,00  
4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 552.015.000,00 

5. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.600.000.000,00  
6. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 66.092.354.391,00  
7. Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.  240.144.843.354,81  
b. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp. 41.370.590.550,00  

2. Belanja Barang/jasa Rp. 114.209.830.101,34 
3. Belanja Modal Rp. 343.432.728.644,25 
 Jumlah Belanja Langsung Rp.  499.013.149.295,59 

  Surplus/(Defisit) Rp. 5.349.438.721,48 
 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 51.334.327.178,76   
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 15.850.903.072,00   

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 35.483.424.106,76   

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  
Berkenaan Rp 40.832.862.828,24  

 
 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dirinci lebih lanjut dalam penjabaran realisasi anggaran. 

 
Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

  

Peraturan Bupati Sukamara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ditetapkan di Sukamara 
Pada tanggal 28 september 2017 
 
BUPATI SUKAMARA, 

 
  Ttd.  

 
 

AHMAD DIRMAN 

Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal 28 september 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

  
                Ttd. 
 

SUTRISNO 

 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 12 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 

 

EKO PRIYANTO, SH 

NIP.19730430 200312 1 005 


